WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR HO TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO

Menimbang :

Mengingat :

DAN KECIL DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil

sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang
bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu
diberikan legalitas dan pembinaan dalam pengembangan
usahanya;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan

pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan, Camat mempunyai tugas
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai
program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyvarakat di
wilayah kerja Kecamatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin dan Pembinaan
Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lemabaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberiarn Izin Usaha Mikro dan Kecil;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tazhun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan {Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);

8. Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat
(Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 22) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 58
Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN 1ZIN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN
RECIL DI KECAMATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

e

o

10.

Daerah adalah Kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Padang.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah
Kecamatan.

Lurah adalah Kepala Kelurahan.

Peiabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha
sesual dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian
kewenangan dari kepala daerah.

Pelaku Usaha Mikro Kecil yvang selanjutiya disingkat dengan PUMK
adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah
ditetapkan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikre, Kecil dan Menengah.



11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan ussha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenubhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

12. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan UMK
adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan
tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu
lembar.

13. Tenaga Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengahyang selanjutnya
disebut Tenaga Pendamping UMKM adalah Tenaga Pendamping UMKM
yang ada di setiap kelurahan

14. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan
tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil

guna.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Camat dalam
pemberian izin dan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk ;

a. memberikan pedoman kepada Camat dalamm pemberian izin dan
melakukan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil; dan

b. mendorong penumbuhan wirausaha baru.

BAB I
RUANG LINGEKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
a. prinsip;

b. tata cara pemberian izin;

¢. tata cara pembinaan dan pengawasan; dan
d. monitoring dan evaluasi;

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 5
{1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di

wilayahnya melalui lurah.
(2) Pendataean PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} dilakukan

berdasarkan:
a. identitas PUMK;



b. lokasi PUMK yang berada diwilayah kecamatan;
c. jenis tempat usaha;

d. bidang usaha; atau

e. besarnya modal usaha.

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi,
keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersithan lingkungan dan sesuai
dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Izin
Pasal 6

(1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.

(2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada
Camat.

(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
meliputi:
a. permohonan IUMK,
b. pemeriksaan IUMK;
c. pemberian IUMK; dan
d. pencabutan dan tidak berlakunya [UMK.

Pasal 7

(1) PUMK mengajukan permochonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) huruf a kepada Camat.

{4) Permohonan UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;

kartu tanda pendudulk;

kartu Keluarga,

pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;

mengisi formulir yang memuat tentang:

1} nama,;

2] nomeor KTP;

3} nomor telepon;

4] alamat;

5) kegiatan usaha;

6) sarana usaha yang digunakan;

7) jumlah modal usaha.

NN X

Bagian Ketiga
Pemeriksaan
Fasal 8

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.

(2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar
pemberian [UMK.

(3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat
mengembalikan berkas agar dilengkapi.

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja secjak tanggal penerimaan surat
permohonan pendaftaran.



Bagian Keempat
Penerbitan Izin
Pasal 9

(1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.

(2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 {satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan
surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

(3) Pemberian TUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya,

retribusi,dan/atau pungutan lainnya.
Pasal 10
(1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat
(1)mencakup hal hal sebagai berikut:
kop Surat;
nama Izin;
nomor surat;
dasar hukum;
detail pemohon, terdiri dari:
1) nama,
2) nomor KTP,;
3) nama Usaha;
4) alamat;
9) nomor Telepon;
6) nomor pokok wajib pajalk; dan
7) bentuk usaha;
f. stiker hologram anti pembajakan;
g. barcode; dan
h. tanda tangan Camat.
(2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan perizinan secara elektronik.

oo oR

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 11
(1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf d.
(2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabilapemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban dan Larangan PUMK
Pasal 12

PUMK mempunyai hak antara lain:

a. melakukan kegiatan usaha;

b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait
dengankegiatan usaha;

¢. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam  pemberdayaan
daripemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan



d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayvaan ke lembaga keuangan,
bank dan non-bank,

Pasal 13

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 14

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. memperdagangkan barang dan/atau jasa illegal; dan/atau
b. kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

(1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemberian IUMK di wilayahnya.

(2} Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pendataan;

iasgilitasi akses permeodalan;

penguatan kelembagaan;

pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan

mnengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
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BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 16

(1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di
wilayahnya.

(2} Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 2 (duaj kali dalam setahun dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

(1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian [UMK kepada Walikota.
(2} Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian [UMK kepada Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 18

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada A) Oktober 2016
WALIK ADANG,
F
LDI
Diundangkan di Padang
pada tanggal 2} Oktober 2016
Plt. SEKRETARI KOTA PADANG,

VIDAL TRIZA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 50 .



